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Kewarganegardan Republlik Indonesia Adalah para Advokat - Pengacara - Konsultan
Hukum - Pembela Umum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FAHRI
BACHMID, S.H., M H. & ASSOCIATES (Advocates-Attorney At Law-Lega! Consultants),

RBerkedudukan. di 1. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Malukii-Indonesia contact person
HP : 081342274455, E-maail : fahribachmid77 @gmail.com., uatuk selanjutnya disebut
sebagal PENERIMA KUASA, Dalam bhal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan

karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PEMBERI KUASA,.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

Nama :  RAMLY UMASUGI, S.PI, M.M.

Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 48 Tahun, Namlea, 04 Desember 1970

Agama \ . Islam

Pekerjaan/jabatan :  Bupati Kabupaten Buru

Alamat . Jin. Pendopo Bupati, Kec. Namlea. Kab. Buru
Nama . AMUSTOFA BESAN, S.H.

Umur, Tempat dan Tgl Lahir 45 Tahun, Ambon, 02 Juni 1973

Agama . Islam

Pekerjaan/jabatan : Wakil Bupati Kabupaten Buru

Alamat . Dusun Mena - Pendopo Wakil Bupati Desa

Namlea, Kab. Buru



Selanjutnya disebut sebagai

------------------------------ PEMOHON I;

2. 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru

Selanjutnya disebut sebagai

Nama

Umur, Tempat dan Tgl Lahir

Agama .
Pekerjaar. /jabatan
Alamat

Nama

Umur, Tempat/Tgl Lahir
Agama
Pekerjaan/jabatan
Alamat i

Nama

Umur, Tempat/Tgl Lahir
Agama
Pekerjaan/jabatan
Alamat

Buru

3. Warga Negara

Selanjutnya disebut sebagai

Nama

Tempat/Tgl Lahir
Agama
Pekerjaan/jabatan

Alamat

Nama

Tempat/Tgl Lahir
Agama
Pekerjaan/jabatan
Alamat

IKSAN TINGGAPY, S.H.

48 Tahun, Ambon, 03 Desember 1979
Islam

Ketua DPRD Kab. Buru

JIn. Pendopo Wakil Kec. Namlea. Kab. Buru

A. AZIS HENTIHU, S.E.

43 Tahun, Wolu, 18 Agustus 1975

Islam

Wakil Ketua DPRD Kab. Buru

. Ahmad Yani No. 1 Komp. Hotel Grand
Sahara Namlea

DJALIL MUKADAR, S.P.

42 Tahun, Samalagi, 10 Agustus 1976

Islam

Wakil Ketua DPRD Kab. Buru

Bandar Angin Dusun Sehe. Kec. Namlea. Kab.

----------------------------- PEMOHON II;

MAHMUD NUSTELU

Wagrahi, 17 Januri 1978

Islam

Petani/Pekebun

Desa Kampung Baru Kel. Kampung Baru Kec.
Air Buaya (Desa Waihotong)

ELIAS BEHUKU

Batu Karang, 05 Juni 1972
Kristen

Petani/Pekebun

Desa Batu Karang

ceroemeenemeemeneeeeen-z-- PEMOHON HI;

Selanjutnya PEMOHON 1, PEMOHON 11, dan PEMOHON INT disebut sebagai "PARA
PEMOHON” yang dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Undang-
lIndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten
Buru Selatan di Provinsi Maluku (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2008) terhadap



Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 25A, dan Pasai 28D ayat (1) Undang-

T

'ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1 Bahwa Pasal 24 avat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan
inle@ Se{n'!ah Mahkarah Agurl".g dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
~ daldm lingkungan Peradilan Umum, hngkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingk:lnganl Peradilan Tata Usahz Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan
memutys perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi —mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003
sebagaimana telah dwibah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap

: UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bh. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1645;

c. memutus pembubaran partai politik;

(. memutus perselisthan tentang hasil pemilihan umum; dan

e kewenangan lain vang diberikan oleh undang-undang.

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the
quardian of constitutiton). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk
bertentangan dengan Konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi
dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara
menyeluruh ataupun perpasalnya,

6. Bahwa sebagai perigawal kKonstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang
memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-
undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap
konstitusionalitas pasai-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-
satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum.
Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau
multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;



.H\-]

Bahwa bherkenaan dengan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan
berdasarkan urainy di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk
melakukan penguian  konstitusionalitas UU No. 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Buru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

iI. KEDUDUKAN DAN KERUGIAN PARA PEMOHON

Kedudukan Hukum Pemohon I dan Pemohon Il secara bersama-sama sebagai
Pemerintahan Daerah . ‘

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Ul MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hek dan/atauw  kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;

h.? Kesatuan. masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c., badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara
Nomor 11/PUU-V /2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang

b

dasar, yaitu :

3. mi';mya hak konstitusional PEMOHON vyang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA
PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
nenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang vang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusionat yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Bahwa PEMOHON | dan PEMOHON 1[I adalah wunsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun

(58

2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
sebagaimana telah dibuhan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang  Pemerintahan Daerab  (Selanjutnya disebut “UU Pemerintahan
Daer;ih"], dalam mana disebutkan pada Pasal 1 angka 2 "Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggoraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dergan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sisteny dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Indang Dasor Negora Republile Indonesia Tahun 1945”. PEMOHON 1 dan
PEMOHON Il merupakan penyelengeara pemerintahan Daerah Kabupaten Buru
di Provinsi Maluku,;

4. Bahwa secara hukum, PEMOHON I dan PEMOHON II dalam eksistensi sebagai

~ lembaga Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Buru adalah didasari oleh ketentuan Pasal 12 ayat (2) Jo Pasal 13 ayat (2)
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, yang menyatakan :

Pasal 12

() Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-

masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat_dipilih dan disahkan seorang Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Bahwa PEMOHON 1 selaku Bupati Kabupaten Buru terpilih melalui pemilihan
mmum untuk memilib Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, kemudian
mengucapkan sumpah dan janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati sekaligus
mulai menjabat terhitung sejak Tahun 2017 dalam mana dibuktikan melalui
lﬁlcrirr!‘. Arrn!-';? Pengucapan; ﬁumpah dan Janji Jabatan serta Surat Keputusan
Mentdy: Daldm Negeri Rl I\J(;.:: 131.81-3103 Tahun 2017 Tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa, Kemudian, PEMOHON 11 selaku Kecua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketia 11
DPRD sckaligus Arggota DPDR Kabupaten Buru terpilib pada pemilihan umum
untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Buru, kemudian mengucapkan
sumpah dan jarji jabatan Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 261 Tehun 2014 tentang Feresmian pengangkatan
pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru periode 2014-2019
vertanggal20 Oktober 2014, Sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara
Pengucapan Sumpah dan janji Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buru.
disamping itu, dalam kedudukannva selaku Pimpiran DPRD Kabupaten Buru
PEMOHON 1 ternilih melalui Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Buru dan

MO
| 1

disabkesr pada Sidang Pasipum Wabupaten Puru pada tanggal 08
November 2014;

Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON Il adalah sah dan berkapasitas menurut
hukum bertindak mewakili kepentingan Daerah Kabupaten Buru sebagai salah
satu Daerah Kabupaten, PEMOHON 1 dan PEMOCHON II masing-masing
memangku tanggung jawab pelaksanaan roda pernerintahan daerah di
Kabupaten Buru hingga saat ini;

Bahwa dengan demikian maka PEMOHON 1 dan PEMOHON Il mempunyai
kapasitas dan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam

perkara ini;

Kerugian Yang Dialami PEMOHON I dan PEMOHON 1l

1.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi
dalam Undang-Undang Dasar Negaia Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD
1945") sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) dan (2)

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dun Kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
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(2) Femerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
. pembaniuan.
Pasal 25A
“‘Negar1 Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
herciri Nusanwara dengan wilayah yang hatas-batas dan hak-haknya
ditetaplan dengan undanq-undang”
Pasal 28D ayat (1) menyatakan : i
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan
dilindungi oleh konsitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan
berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 yang mengatur
sebagai berikut :
Pasal 3
(2) Cakupcn wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta wilayah yany tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Jahwa selain itu, hak hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dimiliki,
dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut telah dilanggar dar. dirugikan
juga oleh Lampiran Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
Nomor 22 Tahun 2008 tertanggal 21 juli 2008 vang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Pasal 3 avat (2} UU No. 32 Tahun 2008
(Selanjutnya disebut “Lampiran Peta Wilayah”);
Bahwa Hak Konstitusional PEMCHON I dan PEMOHON II yang telah dilanggar
adalah hak yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 25A UUD, dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945;
Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (2) Ul No. 32 Tahun 2008 berikut Lampiran
Peta Wilayah-nya tersebut teiah nyata menimbulkan kerugian bagi PEMOHON

I dan PEMOHON 1§ seiaku unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di
Kabupaten Buru. PEMOHON 1 dan PEMOHON 1l tidak dapat menjalankan
tugas dan fungsinya selaku penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 terhadap wilayah
administrasinya akibat multitafsirnya Pasal 3 avat (2) UU No.32 Tahun 2008;

Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 berikut Lampiran
Peta Wilavahnys menghalangi PEMOHON [ dan PEMOHON 1II untuk
melaksanakan kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)

dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayvaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 termasuk dengan Lampiran Peta
Wilayahnya tersehut menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Pemerintah
Kabupaten Buru selatan dengan PEMOHON I dan PEMOHON II. Beda tafsir
yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menkliem Desa
Waqhotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang
vang ada di Kecamatanleksula, merupakan wilayah administrasi dari
Pemerintan Kabupaten Buru, sedangkan menurut Pemohon desa yang dikliem
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tersebut merupakan desa yang masuk dalam wilayah Pemerintah kabupaten
Buru;

Bahwa akibat perbedaan tatsiran heserta akibatnva sebagaimana dimaksud
datam angla 17 dan 12 diatas juga telab berakibat pada timbulnya kerugian
vang nvata bagi PEMOHON 1 dan PEMOHON Il. Kerugian yang dimaksud
adalah seluruh program kerja yvang telah direncakan maupun vang telah
berjalan dari Pemohon | dan Pemohon Il terhadap Desa Waehotong vang

ada di Kecamatan lﬁgpgla' madan serta Desa Batu Karang yang ada di
Kecamatan Leksula vang diklaim tersebut menjadi tidak dapat dikontrol,

diatur, dan dievaluasi bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat
pithak pemerintan kabupaten Buru Selatan juga mengkiaim berwenang

mengurusi {mengatur dan menerapkan program) kepada kedua desa
dimaksud;
Bahwa perlu PEMOHON uraikan kerugian secara faktual yang dialami oleh
PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pada bulan September 2011, PEMCHON
I dan PEMOHON II selaku unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Kabupaten Buru memiliki program kerja yaitu "mengadakan proyek air bersih”
khususnya di desa Batu Karang tersebut, akan tetapi Pihak Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan menghentikannya secara semena-mena, sehingga yang
terjadi masyarakat vang ada disana dirugikan dikarenkan proyek air bersih
yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru di desa Batu Karang tersebut
tidak berjalan;
Bahwa selain itu kerugian secara faktual yang dialami cleh PEMOHON I dan
PEMOHON IT adalah adanya Pembuatan Gapura selamat datang di desa Batu
karang dan Desa Waehotong oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang
mana menyebabkan program-program PEMOHON I dan PEMOHCN 11 selaku
Pemerintahan Kabupaten Buru khususnya di desa waehotong dan batu karang
seperti perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah serta bantuan kepada
masyarakat tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dikarenakan
adanya pengkliman secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
Bahwa selain itu, dikarenakan akan adanya Pemilihan Pemilukada khususnya
Pemilihan Gubernur di Maluku, maka secara potensial dapat menyebabkan
adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) vang ganda dikarenakan 1 (satu) orang di
desa tersebut dapat memiliki 2 (dua) suara/DPT yakni 1 (satu) suara untuk
kabupaten buru dan 1 (satu) suara untuk kabupaten Buru selatan.
Bahwa perlu PEMOHON I dan PEMOHON II jelaskan jika sebelum terbentuknya
Kabupaten Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah
melingkupi juga wilayah Kabupaten Buru Selatan sepagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi
Maiuku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
menyatakan :
Pasal 4
Kabupaten Buru berasal dari sehagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang
terdiri atas wilayah :

a. Kecamatan Buru Utara T:mur;

b. Kecamatan Buru Utara Burat; dan

¢. Kecamatan Buru Selatan.
Artinya bahwa wilayah yang ada pada Kecamatan Buru Selatan adalah
sebelumnya berada pada lingkup wilayah administrasi Kabupaten Buru.



(3.

14.

15.

16.

Bahwa kemudiar pada tahun 2008 rerbitlah UU No.32 Tahun 2008 sebagai
dasar terbentuknva Kabupaten Burn Selatan sehingga dipandang demi hukum
wilavah  Kabupaten Ruru meniadi  berkurang karena konsekuensi dari
pemekaran. Wilayah Kabupaten Buru vakini Kecamatan Buru Selatan berubah
menjady Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan wilayah yang dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008.

Bahwa kendatipun demikian telah terjadi pemekaran dan berkurangnya
wilayah administrasi Kabupaten Buru (PEMOHON I dan PEMOHON I1), tidak
berarti serta merta menihilkan peran dan PEMOHON I dan PEMOHON 11
terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang dikiiem oleh Pemerintah
Kabupaten Buru Sclatan dikarenakan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang
tidak pernah disebutkan dalam Ul No. 32 Tahun 2008 merupakan bagian dari
Kabupaten Buru Selatan;

Bahwa selain itu, rumusan Pasal 3 ayat (2] UU No.32 Tahun 2008 berikut
Lampiran Peta Wilayahnya tidak pernah membagi ataupun tidak menyebutkan
Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari Kabupaten
Burt Selatan;

Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008
menimbulkan kerugian ‘bagi Pemohon 1 dan Pemchon II. Betapa tidak,
PEMOHON I dan PEMOHON 1§ terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang
dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kata, yang tiap-tiap provinsi,kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan Undang-l/ndang(vide : Pasal 18 ayat (1) UUD NRI
Tabun 1945). Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa “Pemerintah
daerah provinsi, daerah Kabupaten. dan Kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (vide: Pasal
18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian Pemohon 1 dan Pemohon
[l sebagai unsur penyeienggara urusan pemerintahan daerah menjadi
terpasung/tidax dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana
perintah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Wedudukan Hukum PEMOHON I71

r

Bahwa Pasal 51 avat (1) U/'] MK menyatakan: “Pemohon adalah pihakyang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikanoleh
berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan
nerkembangon masvarakat dan prinsip Negara KesctuanRepublik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

¢ budan hukun publik atau privat, viau

d. lembaga Negara:

Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskanlebih

lanjut, “Yang dimaksud dengan “perorangan” termnasuk kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama’”;

PEMOHON [l merupakan perorangan warga negara Indonesia yang

berdomisili di wilayah sengketa vakni Desa Waihotong dan Desa Batu Karang

yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multafsir dalam
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Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayahnya yang terlamir di UU No 32
tahun 2008.

Bahwa PEMOHON T hernama MAHMUD NUSTELU dan ELIAS BEHUKU,
wilavah tempat Pemohon 1 kini berdomisili Desa Waehotong dan Desa Ratu
Karang sebagai akibat dari ketidakjelasan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran
Peta Wilayah U] No. 32 Tahun 2008 mengakibatkan ketidakielasan status
Pemohon Il apakah mereka termasuk warga Kabupaten Buru ataukah
Kabupaten Buru Selatan.

Kerugian Yang Dialami PEMOHON 11}

ks

=i

6.

Bahwa Hak Konstitusional PEMOHON Il vang divigikan adalah sebagaimana
terdapat dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 194"  ine menvebutkan “Setiap
orang herhak atas pengakuan, jaminan, perlindi un, dar kepostian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanh 10",

Bahwa PEMOHON 1II merasa haknya atas kep::i-in hukum dalam hal ini
kepastian wilayah administrasi telah dirugika.i ibat dari ketidakjelasan
maksud Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008;

Bahwa lebih jauh, sebagai warga Negara, PEMOLLON LI sejatinya berhak atas
jaminan kepastian hukum sebagaimna diatur (alam Pasal 28D hyal (1),
termasuk dalam hal ini adalah kepastian atas status daerah yang ditempati.
Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat keperluan adminitrasi
kependudukan serta pelayan public yang diperolet nya nanti, sehingga dengan
PEMOHON Il merasa berkepentingan agar terconmta kepastian hukum bagi
dirinva; :

Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat ] UU No.32 Tahun 2008
tentang batas wilayah berdampak pada upaya perolechan hak-hak PEMOHON
lil sekaligus berdampak terhadap kewajiban vang harus ditunaikan sebagai
warga. Betapa PEMOHON 11 akan dirugikan bilamana menunaikan
kewajibannya kepada instansi pemerintahan Kabupaten Buru namun ternyata
itu seharusnya dilakukan melalui intansi pemerintatan di Kabupaten Buru
Selatan, tentu;an ini merupakan kerugian PEMOHON HI;

Bahwa kerugian yang paling nvata dialami oleh PEMOHON Il adalah
ketika terkendala mengurus urusan pelayanan publik berupa pengurusan
perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kendalanya adalah seolah-olah
mermbdingungkan PEMQHON HI apakah PEMOHON I1I raasuk dalam wilayah
administrasi kabupaten Buru atau Buru Selatan, sehingga menurut PEMOHON
I tidak ada kepastian hukum;

Ranwa selain itu, secara protensial konflik berpontensi terjadi di tengah-
tengah masyarakat yang dimana saat ini PEMOHON Iil merasakan itu yang
mana masyarakat seolah-olah ada yang menginginkan menjadi warga
lzabupaten buru dan ada juga menginginkan menjadi warga kabupaten buru
selatan sehingga koniik horizontal yang terjadi dimasyarakat sangat mudah
dipicu hanya masalah wilayah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut
PEMOHON III mengajukan gugatan a quo;

Bahwa kemudian, secara potensial PEMOHON Il oerpotensi memiliki 2
(dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada setiap pemilu (Pemilu Presiden,
Anggota DPRD Provinsi dan DPR RI) dan Pemilukada (Pemilihan Gubernur)

“yang dimana 1 (satu)-nya sebagai Warga Kabupaten Buru dan Warga
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kabupaten Buru Selatan, sehingga menurut PEMOHON III menimbulkan
ketidakpastian hukum;

Bahwa dengan demikian, herdasarkan apa vang telah diuraikan diatas maka
PEMOHON 1, PEMOHON il, dan PEMOHON IIT memiliki kedudukan hukum
(lenal standing) dan képentinuan hukum (legal interest) mengajukan
permohonan pengujian Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 terhadap UUD
NRI Tahun 1945.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh hal hal yang telah diuraikan dalam legal stand’ng atau kedudukan
hukum merupakan dalil-dalil satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian
pokok permohonan. Apa-apa yang diuraikan dalan legal standing adalah argumentasi

konstitusional yang tidak terpisah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah.

A. Desa Waihotong dan Desa Batu Karang Yang Dikliem oleh Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan Masuk dalam Wilayah Administrasinya merupakan
Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru Berdasarkan Hukum;

i

Rahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu jika sebelum terbentuknya Kabupaten
Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah melingkupi juga
wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimr;tk_sad dalam Pasal 4 huruf ¢
UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (UU No.46 Tahun
1999) yang menyatakan : -
Pasal 4
Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang
terdivi atas wilayah '

u. Kecamatan Buru Utara Timur;

h. Kecamatan Buru Utara Barat; dan

¢. Kecamatan Buru Selatan.
Bahwa ketentuan Pasal 4 UU No. 46 Tahun 1999 tersebut adalah dasar
hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk mengurus segala
urusan rumah tangganya yang melingkupi segenap wilayah administrasi.
Dalam perpektif wilayah Kabupaten Buru, seluruh wilayah yang ada dalam
Kecamatan Buru Selatan adalah tunduk pada wewenang pengaturan oleh
Pemerintah Kabupaten Buru.
Bahwa Desa Wachotong dan Desa Batu Karang yang dikliem oleh Pemerintah
kabupaten buru selatan tersebut sejatinya telah dikelolah dalam bingkai
kewenangan otonomi Daerah melalui beberapa program kerja oleh
Pemerintah Kabupaten Buru terhitung sejak Tahun 2013- dan beberapa
program kerja diantaranya adalah Pembangunan jalan Sp. Makomodanmohe-
Desa Batu Karang, Pembangunan Jalan Bara - Desa Waehotong, bangunan
pelengkap dan program pembangunan lainnya;
Sebagaimana lazimnya, pemerintah Daerah selaku pemangku kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru
telah mendirikan beberapa pusat-pusat pelayanan publik pada ke-2 (dua)
desa tersebut antara lain pendirian kantor Poskesdes Tahun 2012 di desa
Waehotong dan kantor Poskesdes Tahun 2018 di Desa Batu Karang dan
faktanya dari tahun ketahun selalu dilakukan pembenahan/perbaikan;
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8.

Bahwa dalam kurun waktu 6 Tahun, kegiatan pelayanan publik telah
berlangsung secara terus-menerus dimana warga menerima dan
mengupayakan keperluannya terhadap pemeriniah daerah melalui instansi

p{,mermtah daer atl abupaten Buru, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan

dan yang terbard! 'di tahun 2015 Pemerintah kabupaten buru telah
mengupdyakan p ngadaan air bersih di desa (batu karang yang merupakan
desa yang dikliem oleh pemerintal lzaibupaten buru selatan;
Bahwa kemudian, dengan terbentuknya Kabupaten Ruru Selatan melalui UU
No.32 Tahun 2008 dlma a wilayahnya adalah herasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Buru, maka secara tidak langsung urbagian wilayah kabupaten
buru télah masuk dzlam wilayah kabupaten Buiu Selatan. Wilayah yang
masuk dalam wilayah kabupaten buru selatan y.ng awalnya masuk dalam
wil:-:yah= kabupaten buru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat {1) dan
ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 sebagai berikut :
Ayat (1) : Kabupaten Buru Selatan berasal dari «whagian wilayah Kabupaten
Buru yang terdiri atas cakupan wilayah: "

a. Kecamatan Namrole;

b. Kecamatan Waesama;

¢. Kecamatan Ambalau;

d. Kecamatan Kepala Madarn; dan.
e. Kecamatan Leksula.

Avat (2) : Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan daiam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bahwa apabila merujuk pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun
2008 maka terlihat jelas jika baik itu Desa Waehotong maupun Desa Batu
Karang tidak dapat secara sepihak dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru
Selatan sebagai wilayah administrasinya dikarenakan sesuai Pasal 3 ayat (2)
UU No. 32 Tahun 2008 setelah melihat Lampiran Peta Wilayahnya tidak
terdapat penjelasan baik itu Desa Waihotong maupun Desa Batu Karang
masuk dalam will*nynh administratif Kabupaten Buru Selatan;

Bahwa adapun dasar hukum yang digunakan PEMOHON I dan PEMOHON 11
menetapkan Desa Waihotong dan Batu Karang sebagai wilayah Administrasi
Pemerintah Kabupaten Buru adalah :

a) UU No. 46 Tahun 1999;

h) Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 yang dimana tidak ada
menjelaskan secara eksplisit Desa Weihotong dan Desa Batu Karang ;

¢) Keputusan Bupati Buru No. 136/11 tahun 2013 yang menyatakan Desa

Waihotong yang dikiiem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang
terletak di Kabupaten Buru.

d) Keputusan Bupati Buru No. 136/11 Tahun 2013 yang menyatakan Desa

+  Batu Karang yang dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
yang terletak di Kabupaten Buru.

e) Aktifitas Pemerintahan yang ada di Wilayah Desa Waihotong dan Desa
Batu Karang seperti Kantor Desa Semuanya bertanggung jawab kepada
PEMOHON I dan/atau PEMOHON !l selaku Unsur penyelenggaraan

. urusan Pemerintahan di kabupaten Buru.
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5

Bahwa perlu PEMOHON @ dan PEMOHON II jelaskan jika dari awal
terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, Pemerintah Kabupaten Buru tidak
Pernah memasukkan Desa Waihotong sebagai wilayah administrasi
Kabupaten Buru Selatan, hal tersebut khususnya dalam “Berita Acara
Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Antara
Kabupaten Bu.cu dan Buru Selatan vang didalamnya menjelaskan : dalam

rargko  memperlancar pemekaran kabupaten buru selatan, maka untuk
sementara wakti Desa Waekeka dan Desa Balpetu yang menjadi cakupan

wilavah Kepala Madan, setelah seluruh proses pemekaran kabupaten buru
selatan selesai, maka kedua desa tersebut dikembelikan menjadi cakupan
wilayah dari kabupaten Buru.”;

Perlu dipahami Berita Acara Penetapan Tapal Batas tersebut dibuat pada
tanggal 19 Mei 2008 sebelum UU No. 32 Tahun 2008 tersebut berlaku
sehingga memiliki{ kekuatan yang mengikat. Adapun Desa Balpetu yang
dimaksud _disini ndaiah Desa Weihotong vyang saat ini dikliem oleh
Pemérintah K;ihupalten Buru Selatan.

Kemudian berita acara rapat tersebut ditandatanyg: langsung oleh Bupati Buru
saat {tu yaitu Drs. H. Muh. Husnie Hentihu dengan I'erwakilan LPBS (Lembaga
Pemekaran Buru Selatan);

Bahwa selain itu.ﬂPEMOHON I dan PEMOHON II juga didasarkan hasil
musyawarah- yang- dituangkan dalam Berita Acara  Hasil Rapat
Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Buru dengan
Kabupaten Buru Selatan yang juga dihadiri dan ditandangani oleh Bupati
Huru Selatan dan Bupati Buru. Adanya hasil musyawarah tersebut tidak lain
sebagai bentuk upaya Gubenur dalam upaya menyelesaikan perselisihan tapal
batal’ yang ada a.ii!wiiayallrly(_; sebagaimana Perintah Permendagri No. 76
Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Tapal Batas.

Bertempat dikantog Gubernur tertanggal 1 Juni 2015, disepakati sesuai Berita
Acara Hasil I’.::pnn‘.fr;i, jika Desa Batu Karang merupakan Desa yang masuk
dalam wilayah administratif Kabupaten Buru dengan dasar titik

koordinat yang telah ditetapkan.

Bahwa kemudian, PEMOHON 1 dan PEMOHON M juga didasarkan oleh
Keputusan Musyawarah Adat yang dilakukan oleh 2 {dua) Masyarakat adat
yaitu “Petuanan Klziyeli" dan “Petuanan Liesela” yang menyatakan :

a) Tertanggal Z Juni 2013 menghasilkan kesepakatan salah satunya
adalah wilayah Batu karang merupakan wilayah adat petuanan

keiveli dan merupakan wilayah administratil pemerintah kabupaten
buru.

b) Tertanggal 15 Agustus 2013 pertemuan adat Leisela menghasilkan
kesepakatan yaitu wilayah Waehotong merupakan wilayah adat

petuan Leisela dan merupakan wilayah administratif pemerintah
. kabupaten buru.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum Desa
Waihotong dan Desa Batu Karang Yang Dikliem oleh Pemerintah Kabupaten
Buru Selatan Masuk dalam Wilayah Administrasinya merupakan Wilayah
Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru Berdasarkap Hukum;

{ ' |
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B. Pasal 3 Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayahnya UU No. 32 Tahun 2008
Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat 3 Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (inconstitusional bersyarat) jika

Desa Weihotong c¢an Desa Karang merupakan Wilayah Administrasi

Kabupaten Buru.

i
Bahwa Negara Irdonesia adalah Negara hukum sebagaimana jelas disebutkan

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perfektif Negara hukum,
maka l'uililan utama mendirikan negara hukum adalah menjamin perlindungan
hak-hak konstitusional setiap warg: negra dengan tetap mengedepankan
ds;m‘!-:r-puﬁian huktm. Jaminan perlinilungan hak dimaksud tentu dapat
tercipta apabila rumusan norma vang wda didalam peraturan perundang-
undangan ter-ebut: terlihat jelas tegas dun tidak multitafsir, sebab ketidak
jelasan/tegas dan :rnuiritaf'sirny;a suatu notina hukum cenderung berakibat
pada, terlanggarnyg hak-hak setiap warga Negara maupun penyelenggara
Negara, dalam hal ir’ri seperti yang PARA PEMOHCN uraikan;
Bahwa dalam konteks permasalahan tafsir norma terkait dengan batas
wilayah suatu pel erintahan daeral@, kejelgsan rumusan norma pasal
am_z_aj_penting |'-wg"|1gmgat dari situlah sumber rielaksanaan’ keWajihan dan
pemelm:han' hak-hak bégi organ pemerintahan ataupun masayarakat
setempat.
Bahwa tentang apa itu Negara hukum Mahkamah Konstitusi telah
meneguhkan pendapatnya sebagaimana apa yang terkandung dalam Putusan
Mahkamah Nomor f".’i/PUU-XH,’ZO]fI- tanggal 29 September 2014, yang antara
lain mengatakan : :
Negara hukum .’nﬁdonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan
memilth konsep prismatic atau ontegratif dari dua konsepsi rechtstaats
dengan prinsip “keadilan” dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesian
tidak memilih .-;n!‘:nh satu atau mana vang lebih baik dan unggul, tetapi
rnr_’ngr?inhm'fras!kfﬁ;n kedua prinsip tersebut menjadi satu keastuan yang utuh
dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip
tersebut dalam rﬁe:15;(JWf:} penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan
hukum demu Jr’rch'pmnyn kemanfaatan dan ketertiban masyarakat sesuai
dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, vakni
keadilan, kepas.tia,;? dan kemanfaatan.
Bahwa dengan merujuk pada pendapat Mahakamah dalam Putusan Nomor
73/PUU-XI/2014 tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika dalam
konteks Negara hikum sangatlah dikedepankan kepastian hukum demi

terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia;
Bahwa dalam keadaan sebuah norma hukum yang multitafsir dan cenderung
menimbuikan ketidakpatian hukum maka norma tersebut jelaslah
hvrrvﬁrnnﬂan dengan prinsip dasar Negara hukum itu sendiri, dalam hal ini
Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya UU No.32 Tahun 2008 yang
mengandung ketidakjelasan dan multitafsir tentang batas wilayah adalah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila terhadap
ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya tidak segera
ditafsirkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dapat
menimbulkan suatx{ ketidakpastian hukum terutama kepada Para Pemohon
dalam perkara a-qu;
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Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D UUD NRI Takun 1945 menegasakan
"Seticn orang berhal: atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum vang adil serte perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
Bahwa senada dengan apa yvang dikandung dalam makan Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 maka rumusan norma undang-undang juga diwajibkan
secara mutlak dapat menciptakan sebuah jaminan, perlindungan atas
kepastian hukum demi menghindari terciderainya hak-halk waraga Negara.
Bahwa ketidakjelasan rumusan ncrma dan mul.ﬁtafsirnya rumusan Pasal 3
ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 atas kepastian
wilayah adminisrrasi telah nyata mengakibatkan kerugian bagi warga Negara
vang berdomisiii di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagaimana
diuraikan oleh PEMOHON Il dalam gugatan a-quo;

Bahwa lehih jauh, (sebagai warga Negara tentu telah dijamin haknya atas
iaminan kepastian hukum sebagaimna diatur dalam Pasal 28D ayat (1),
termasuk dalam hal ini adalah kepastian atas status batas wilayah daerah
yang ditempati-nya melalui rumusan norma Undang-undang tentang
Pembentukan Daerah. Kejelasan status ini sangatlih penting mengingat
kepetiuan adminitrasi kepentudukan seperti perpanjangan KTP ataupun
rrw*hti;!;nn1-'.'w Kepastian DPT {daftar Pemilib tetap) dalam Pemilu ataupun
Pemilukada nartinys m_'r-'ru;m;!l{.m hentuk pnlay;innn public yang harus
dipenuhi oleh Ps'njormt;-ih Daerah. Ketidakjelasan nerma Pasal 3 ayat (2)
herikut Lampiran Peta Wilayah UJUJ No.32Z Tahun 2008 tentang batas wilayah
berdampak pada Ll'lpaya perolehan hak-hak sekaligus berdampak terhadap
kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga. Betapa warga sangat
dirugikan bilamana menunaikan kewajibannya kenada instansi pemerintahan
Kabupaten tertentu tetapi ternyata itu seharusnya dilakukan melalui intansi
pemerintahan di Kabupaten yang lain, terjadi semacam kebingungan warga
Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bahwa untuk meniamin Pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara
seperti PEMOHON 1 agar mendapatkan "Pelayanan Publik yang Berkualitas”,
kemudian PEMCHON I dan PEMOHON II dapat menciptakan “Pelayanan
Publik yang Berkualitas” dengan semangat pemenuhan hak-hak
konstitusional masyarakat kabupaten buru sebagaimana tertuang dalam
Pasal 28D avat (1) UUD 1945 dan memberikan kepastian hukum dalam
memberikan pelayanan publik sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3), maka
terhadap Norma Pasal 3 avat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32
Tahun 2008 Perlu Iditafsirkan secara bersyarat (inconstitusional bersyarat)
jika sebenarnya desa waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah
administrasi kabl;pa:lten buru dan bukan kabupaten buiu selatan.

C. Pasal 3:Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Takun 2008
Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Dan (2), Serta Pasal 25A UUD 1945
sepanjang ticak dimaknai secara bersyarat (inconstitusional bersyarat) jika
Desa Weihotong dan; Desa Karang merupakan Wilayah Administrasi
Kabupaten Buru.

1,

Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas deerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupatzn dan Kota, yang tiap-tiap
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provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. '
Kemudian Pasal Pasal 25A menyatakan :
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantarg dengan' 'wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
dffempkaﬁ dengan! undang-undang”
2. Bahwa urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
adalah  dibebankan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembanfuan dengan prinsip atonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip '\Jet’ara Kesatuan Republil" Indonesia sebagaimana
unn:aksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Hepublik Indonesia Tahun
1945, Setidarya asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh
daerah tidak lain berjutuan untuk menciptakan percepatan dan kemudahan
. akses pelayanan publik erkualit
3. Bahwa konqekuen§ 1danya| pembdglan wﬁavah NKRI menjadi provinsi,

Kabupaten dan K+t1 yang' tlap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, maka Pemerintah daerah provinsi, daerah
Kabupaten, dan Kgta adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan perrierintahzin menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
pada mn:;ing--m.‘rs:iﬁ{_: wilayah administrasinya. Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-halnya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Bahwa akibat dari rimltitafs‘ir'nya ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran
Peta ‘WilayahUU No.32 Tchlpﬂ 2008 mengakibatkan terjadinya penafsiran
vang berbeda tgrkazt depgan wilayah adminitrasi. Kenyataan ini telah
menimbulkan h.]labgan bagi segenap pemangku kewenangan di daerah
terkhusus pada Pelerintahan Daerah Kabupaten Buru yang diwakili oleh
PEMOHON I dan PEMOHON 1T, dalam hal ini tidak dapat menjalankan
tugasnya selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam
melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur
dalam Pasai 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat
dilaksanakan; |

5. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (Z) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32

Tahun 2008 menghalangi pelaksanaan kebijakan sebagaimana tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) Pemerintahan Dacrah Kabupaten Buru dalam dimensi
penyelenggaraan pemerintphan daerah yang diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraap . masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran|serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selain itu ‘;eiuruh program kerja yang telah direncakan maupun yang
telah berjalan dari’ pemermta‘n Kabupaten Buru terhadap Desa Waehotong
serta Desa Batu Karang menjadi tidak dapat dikontro!, diatur, dan dievaluasi
bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat pihak pemerintah
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kabupaten Buru Selatan juga mengklaim berwenang mengurusi (menerapkan
program) kepada kedua desa dimaksud serta telah melakukan berbagai
program kerja dan 'nem)akuﬂmu adminitrasi pemerintahannya di desa
tersebut;

Bahwa fakta vang terjadi saat ini sehagaimana telah diuraikan jika PEMOHON
I sebagai Pemerintah Kabupaten Buru yang sesvai amanat Pasal 18 ayat (2)
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan yang salah satunya adalah membuat proyek pengadaan
air berish khususnya didaerah wilayah administrasi ‘yang menjadi
kewenangannya yaitu “desa batu karang” yang dimana merupakan bentuk
“pelayanan publik” yang l(]ihvriknn Pemerintah Kabupaten Buru kepada
masyar akat desa batu ‘m}mng, akan tetapi fakta yang terjadi, proyek tersebut
Lhtwnlilnn secara ‘:f‘mhak Olc-h Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga
hal tr.r:,r.bu t Aapat dinilai jika sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2)
khususnya dalam hal PEMOHON | hanya menyelenggarakan urusan
pemerintahannya menurut! asas otonomi dan bertentangan dengan Pasal 18
ayat (1) dan Pasal 25A yan'g dimana pada prinsipnya setap daerah memiliki
Pemerintahar Sendiri jang itelah dibagi i menjadi pemerintahan secara
bertingkat, demrklin ]uga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru
Selatan yang telah J,mem:h batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan
hukum 9ebagaiman'ﬂ ciri netara Indonesia yang bersifat niusantara;

Bahwa selain itu, adanya |Gapura selamat datang di desa Batu karang dan
Desa Waehotong kleupaten buru selatan, menyebabkan program-program
pelayanan publik yang a.ran dikerjakan olen PEMOHON [ bersama
PEMOHON 11 selakil unsur Pemerintahan Kabupzten Buru seperti perbaikan
puqke‘:mas perhailt"m Sekhlgh serta bantuan sosial kepada masyarakat di
desa Batu karang dan Dés Wachotong tidak dapat dilaksanakan untuk
semeniara waktu |(hl\areria!a_n adanya pengkiiman secara sepihak oleh
Pemerintah Kabupaten Bd_nJI Selatan, sehingga hal tersebut bertentangan
aengan Pasal 18 ayat (2) au'ié!ny hal menyelenggarakan urusan pemerintah
bertlasarkan asas otonomi |ddd tugas pembantuan dan bertentangan dengan
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah
memiliki Pemerintahan Sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan
secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupater Buru dan
Buru Selatan vang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan
berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat
nusantara,

Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta
Wilayah UU No. 32 Tahun' 2008, pemerintah kabupaten buru telah nyata
terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang dengan tegas menyatakan
bahwa “Negara Kesatuan Rapubffk Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah pruw’ns‘f rru dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten‘dan kota rtu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan Undang- Ung‘ang (V‘ldt’. : Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa “Pemerintah daerah
provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan (vide: Pasal 18
ayat (2) UUD NRI Tahun j‘MS]. Dan juga ditegaskan Juga bahwa “Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalch sebuah negara kepulauan yang berciri

’
I
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Nusantura dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang (Vide : Pasal 25 UUD 1945).";

10. Bahwa oleh karena agar Pemerintah kabupaten buru dapat melaksanakan
wewenangnya dalam hal menjalankan kegiatan pelayanan publik di desa
weihotong dan desa batu karang, maka terhadap Pasal Pasal 3 ayat (2) berikut
lampiran peta wilayah UU No.32 Tahun 2008 agar tidak bertentangan dengan
Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 25A UUD Tahun 1945, maka perlu
ditafsirkan secara bersyarat (inconstitutional bersyarat) jika sebenarnya desa
waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah administrasi kabupaten
buru dan tukan kab;upaten buru selatan.

; i |
6.  PETITUM | ol | '
i 2
B{rrdasark:;_n hal-hal tsebagaimana telah diuraikan di acas maka dengan ini para
Pemohen .mr‘rnnhnn':lg{arl Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut :

1. Meijgabulkan Lerméhonan Parh PEMOHON untuk selurubnya;
2. Menvatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta WVilayah Undang-Undang
| Republik Indonesia Noror 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten
Buru Selatan Di Provinsi Maluku bertentangan secara bersayarat terhadap

UUD  NRI Tahun' 1945 (inconstitusional bersyarat) sepanjang _tidak
dimaknai“Kecuali Desa Waehotong yvang ada di Kecamatan Kepala madan
serta Desa Batu Karong yang ada di Kecamatconleksula merupakan
wilayah administrasi kabupaten buru’;

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah Undang-Undang
Republik !ndopesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten
Buru Selatan Di Provinsi Maluku tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai“Kecnali Desa Waehotong yang ada di Kecamatan
Kepala_madan_serta Desa Batu Karang vang ada di KecamatanLeksula
merupakan wiiavq:h administrasi kabupaten buru”;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini daiam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaim:[ana mestiﬁya; Atau;

Apabiia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

vemikian permohonan ini kami uraikan, terima kasih atas segala perhatiannya.
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Hormat kami,
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
FAHRI BACHMID, S.H.,M.H. & ASSOCIATES
Kuasa Huku{;f"1 Para Pemohon
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DR. SHERLOCK H. LEKIPIOW, 5.H, M.H.

BAYU NUGROHO, S.H.

AGUSTIAR, S.H., CLL AHMI LESSY, S.H.

| YUSUF USMAN, S.H.
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